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ABSTRAK 

 

 

Nama : Alfianur Diaz Septianwan 

NIM 201710110311266 

Judul Skripsi  : PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK PADA TANAH 

ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG (Studi Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 126/G/2009/PTUN.SBY) 

Dosen Pembimbing I: Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.H 

Dosen Pembimbing II: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 

 

 

 
Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pelaksanaan dalam putusan Pengadilan tata 

Usaha Negara terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Tujuan dari 

penulisan ini adalah mengindetifikasi dan menganalisis tentang duduk perkara ata 

Pemerintahan Kabupaten malang terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang telah 

mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama Hariyanto pada putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Pada putusan pengadilan Nomor 126/G/2009/PTUN.SBY 

dibuktikan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik 

No. 740/Kelurahan Sukoherjo tanggal 25 Januari 2008 atas nama Hariyanto , Surat Ukur 

tanggal 02/01/2008 Nomor : 00691/Sukoharjo / 2007, seluas 982 m2. Dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian secara empiris dengan data sekunder dari study kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian menganalisis bahwa putusan Nomor 126/G/2009/PTUN.SBY 

dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugatn dan Mencabut 

Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat hak Milik. Penggugat 

mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada penerbitan sertifikat 

dinalai cacat dalam yuridis karena kurangnya ketelitian terhadap kewajiban atas tugas 

panitia dalam pendaftaran tanah secara Sporadik, atas kelalaian dalam melakukan 

pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh 

pemohon pendaftaran tanah, sehingga dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan hak- 

haknya, sehingga pertimbangan hakim dalam memberikan pembatalan atau pencabutan 

terhadap terbitnya keputusan obyek sengketa tersebut telah tepat karena data fisik dan 

yuridis yang diajukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan menlanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. 

Kata Kunci : Aset Pemerintah; Pembatalan Hak Milik; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 
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ABSTRACT 

Name : Alfiannur Diaz Septiawan 

ID Number 201710110311266 

Thesis Title : CANCELLATION OF OWNERSHIP CERTIFICATES ON 

LAND ASSETS OF THE MALANG DISTRICT 

GOVERNMENT (Study of State Administrative Court Decision 

Number 126/G/2009/PTUN.SBY) 

Advisor I : Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.H 

Supervisor II  : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

 
This study discusses the implementation problems in the decision of the State Administrative Court 
against the cancellation of certificates of ownership of land and buildings. The purpose of this paper is 

to identify and analyze the case of the Malang Regency Government against the Malang Regency 

Land Office which has issued a certificate of ownership in the name of Hariyanto in a court decision 
that has permanent legal force. In the court decision Number 126/G/2009/PTUN.SBY it was proven 

that the Defendant had issued a Decision Letter in the form of Certificate of Ownership No. 

740/Distrik Sukoharjo dated 25 January 2008 in the name of Hariyanto, Measurement Letter dated 
02/01/2008 Number: 00691/Sukoharjo/2007, covering an area of 982 m2. In this study using 

empirical research with secondary data from literature study. Based on the results of the study, it was 

analyzed that the decision Number 126/G/2009/PTUN.SBY in its ruling stated that it granted the 

Plaintiff's claim and revoked the Object of the Dispute issued by the Defendant in the form of a 
Property Rights Certificate. The plaintiff disputed the procedure for issuing a decision on the object of 

dispute which was not in accordance with the provisions of the laws and regulations in force on the 

issuance of a certificate deemed to be defective in juridical terms due to a lack of accuracy in respect 
of the obligations of the committee in sporadic land registration, for negligence in carrying out field 

checks to determine the correctness of the instrument. evidence submitted by the applicant for land 

registration, so that in this case the Plaintiff feels his rights have been impaired, so that the judge's 

consideration in giving an annulment or revocation of the issuance of a decision on the object of the 
dispute is appropriate because the physical and juridical data submitted by the Defendant are contrary 

to statutory regulations that apply and violate the general principles of good governance. 

Keywords: Government Assets; Cancellation of Property Rights; General Principles of Good 

Government. 
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